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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah serta pembahasan yang telah dijabarkan 

pada bab sebelumnya,  

1. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 proses penyidikan yang dilakukan 

oleh penyidik Polres Sumbawa Barat yaitu, teuratangkap tangan dan laporan 

dari masyrakat jika informasi dari masyarakat maka akan di perdalam lagi 

tindak pidana apa yang di lakukan, dengan siapa, jam berapa pelaku 

melakukan tindak pidana tersebut kemudian pihak Polres menunggu sesuai 

informasi yang didapatkan kalau itu dari informasi dari masyarakat. Setelah 

diamati, diselidiki, apakah sesuai dengan laporan dari masyarakat atau tidak. 

Bukti-bukti sudah didapatkan, penyitaan merupakan Tindakan penyidik 

dengan cara mengambil ataupun menyimpan dibawah penguasaan benda-

benda yang berkaitan dengan perkara, dan penyerahan berkas jika semua 

berkas sudah lengkap maka akan dilakukanperbaikan sesuai petunjuk yang 

diarahkan. 

2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik yaitu, Faktor Masyrakat Yang Telat 

Yang Telat Melapor, Petugas sering mendapat hambatan untuk menangkap 

dan menindak lanjuti pelaku penyalahgunaan penimbunan BBM, baik itu 

tempat pengoplosan, penimbunan maupun proses pendistribusian. Faktor 

Jauhnya Lokasi Kejadian, Jauhnya tempat lokasi kejadian merupakan salah 

satu penghamabat kepolisian dalam melakukan penanggulangan, dengan 

alasan lokasi yang jauh membuat keterlambatan penyidik untuk tiba dilokasi 
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kejadian serata mengambil Langkah-langkah yang diperlukan. Faktor 

Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat juga menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana 

penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam 

penyimpanan barang bukti yang ekstra hati-hati di karenakan barang bukti 

yang sangat mudah terbakar. 

B. Saran 

Peranan pemerintah serta masyarakat merupakan salah satu syarat 

penting dalam pencegahan terjadinya Penimbunan dan Perniagaan bahan bakar 

minyak di Kabupaten Sumbawa Barat. 

1. seharusnya pihak kepolisian Polres Sumbawa  Barat senantiasa melakukan 

pengawasan atau patroli aktif di wilayah tugasnya untuk meminimkan 

tindak kejahatan penimbunan dan perniagaan bahan bakar minyak.  

2.  Memberi edukasi serta penyuluhan rutin terhadap warga Desa Tuananga 

dan sekitarnya, serta desa-desa terpencil lainnya agar masyarakat tau apa 

saja sanksi jika melakukan pelanggaran, Jika masyarakat tau atau menyadari 

bahwa telah terjadi suatu Tindakan kejahatan yang dapat merugikan 

masyarakat itu sendiri ataupun negara, harus segara melapor kepada pihak 

berwajib agar pihak berwajib segera menanganinya, memperkuat kesadaran 

masyarakat mengenai hukum dan tanggung jawab masyarakat. Terutama 

untuk masyarakat yang memang bertempat tinggal yang lumayan jauh dari 

lokasi polres, bisa melapor ke polsek terdekat dan juga bisa menyimpan 

nomor pelayanan Polres agar warga yang berlokasi jauh dari polres bisa 

melapor langsung ke Polsek terdekat. 
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